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	Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of cross-agency coordination conducted by the Regent Assistant for Economic and Development Affairs in the implementation of regional economic and development policies in Deiyai Regency. The research focuses on the mechanisms of cross-agency coordination, the supporting and inhibiting factors affecting coordination effectiveness, and the impact of coordination on the implementation of regional development policies.
This study employed a qualitative approach using a case study method. Research informants were selected through purposive sampling, consisting of the Regional Secretary, heads of divisions within the Regional Secretariat, and heads of Regional Apparatus Organizations (OPDs) under the coordination of the Regent Assistant for Economic and Development Affairs in Deiyai Regency. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis used an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. This study applied the Good Governance perspective as the grand theory to analyze regional government coordination and governance.
The findings indicate that cross-agency coordination by the Regent Assistant for Economic and Development Affairs in Deiyai Regency has been carried out through both formal and informal mechanisms, including coordination meetings, inter-agency communication, monitoring, and program evaluation. The Regent Assistant plays a role as a facilitator, mediator, and liaison between the Regent’s policies and technical implementation by OPDs. Coordination effectiveness is supported by regional leadership, inter-agency communication, OPD commitment, and regional economic potential. However, coordination still faces challenges, including geographical conditions, limited infrastructure, human resource capacity, budget constraints, and the suboptimal follow-up of coordination outcomes. Cross-agency coordination has positively contributed to the synchronization of infrastructure development, food security, agricultural and inland fisheries development, as well as the empowerment of trade and community-based MSMEs.
The study concludes that the effectiveness of cross-agency coordination by the Regent Assistant in Deiyai Regency can be categorized as moderately effective, yet it still requires strengthened governance, monitoring, and consistency in policy implementation to ensure more optimal and sustainable regional development.
Keywords: Coordination Effectiveness, Cross-Agency Coordination, Regent Assistant, Policy Implementation, Good Governance, Deiyai Regency.


Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas koordinasi lintas dinas oleh Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam implementasi kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah di Kabupaten Deiyai. Fokus penelitian meliputi mekanisme koordinasi lintas dinas, faktor pendukung dan penghambat efektivitas koordinasi, serta dampak koordinasi terhadap implementasi kebijakan pembangunan daerah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari Sekretaris Daerah, kepala bagian pada Setda, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang berada dalam koordinasi Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Deiyai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan perspektif Good Governance sebagai grand theory dalam menganalisis tata kelola koordinasi pemerintahan daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas dinas oleh Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan di Kabupaten Deiyai telah berjalan melalui mekanisme formal dan informal, seperti rapat koordinasi, komunikasi antarinstansi, monitoring, dan evaluasi program. Asisten Bupati berperan sebagai fasilitator, mediator, dan penghubung antara kebijakan Bupati dengan pelaksanaan teknis di OPD. Efektivitas koordinasi didukung oleh kepemimpinan daerah, komunikasi antarinstansi, komitmen OPD, serta potensi ekonomi daerah. Namun demikian, koordinasi masih menghadapi hambatan berupa kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya tindak lanjut hasil koordinasi. Koordinasi lintas dinas memberikan dampak positif terhadap sinkronisasi pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pengembangan pertanian dan perikanan darat, serta pemberdayaan perdagangan dan UMKM masyarakat.
Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi lintas dinas oleh Asisten Bupati di Kabupaten Deiyai berada pada kategori cukup efektif, namun masih memerlukan penguatan tata kelola, monitoring, dan konsistensi implementasi kebijakan agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Efektivitas Koordinasi, Lintas Dinas, Asisten Bupati, Implementasi Kebijakan, Good Governance, Kabupaten Deiyai.
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1.1 Latar Belakang
Kabupaten Deiyai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang memiliki karakteristik geografis pegunungan dengan bentang alam lembah, kawasan perairan danau, serta topografi yang relatif sulit dijangkau. Wilayah ini berada pada kawasan dataran tinggi Papua yang secara administratif berbatasan dengan beberapa kabupaten di kawasan Mee Pago dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap konektivitas antarwilayah untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Kondisi geografis tersebut menciptakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan, terutama terkait transportasi, distribusi logistik, akses pasar, serta jangkauan pelayanan pemerintahan.
Kabupaten Deiyai dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang potensial sebagai basis pembangunan ekonomi lokal. Potensi tersebut antara lain sektor pertanian dan hortikultura dataran tinggi, peternakan rakyat, hasil hutan non-kayu, serta perikanan darat yang berkembang di kawasan tiga danau utama, yakni Danau Tigi, Danau Tage, dan Danau Paniai. Kawasan danau tersebut tidak hanya memiliki nilai ekologis dan budaya bagi masyarakat adat, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pengembangan ekonomi melalui perikanan tangkap, budidaya air tawar, serta pariwisata berbasis alam dan budaya. Selain itu, terdapat potensi bahan galian golongan C seperti pasir, batu dan material konstruksi yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur daerah apabila dikelola secara terencana dan berkelanjutan.
Di sisi lain, struktur ekonomi masyarakat Deiyai masih didominasi oleh usaha ekonomi skala kecil dan subsisten. Sebagian besar penduduk menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian keluarga, kios usaha rakyat, bengkel kecil, perdagangan tradisional, dan aktivitas ekonomi informal lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi daerah tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan makro semata, tetapi juga pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat adat.
Pemerintah Kabupaten Deiyai di bawah kepemimpinan Bupati telah mendorong berbagai program unggulan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi rakyat dan percepatan pembangunan daerah. Program tersebut meliputi penguatan sektor pertanian dan sumber daya alam, pemberdayaan petani dan pelaku usaha kecil, pengembangan kios dan bengkel rakyat sebagai basis ekonomi keluarga, pembangunan pasar rakyat termasuk pasar mama-mama Papua, serta optimalisasi pemanfaatan potensi pertambangan material golongan C untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Selain itu, terdapat kebutuhan koordinasi regional terkait aktivitas perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia yang memerlukan komunikasi dan sinkronisasi lintas kabupaten serta pemerintah provinsi dalam konteks manfaat ekonomi, tenaga kerja, dan pembangunan kawasan.
Pelaksanaan berbagai agenda pembangunan tersebut tidak dapat berjalan secara parsial oleh masing-masing perangkat daerah, melainkan membutuhkan koordinasi yang terintegrasi. Dalam struktur pemerintahan daerah, Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) memiliki posisi strategis sebagai koordinator administratif lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan urusan ekonomi dan pembangunan. Peran ini meliputi sinkronisasi kebijakan, harmonisasi program, pengendalian pelaksanaan kegiatan, penyelesaian hambatan antarinstansi, hingga evaluasi capaian pembangunan daerah.
Secara kelembagaan, Asisten II membidangi sejumlah perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pembangunan ekonomi dan infrastruktur daerah, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian/Koperasi dan UMKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta perangkat teknis lain yang relevan sesuai struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Deiyai. Banyaknya OPD dengan karakter tugas yang berbeda menyebabkan koordinasi menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan.
Namun dalam praktiknya, efektivitas koordinasi lintas dinas masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi, kapasitas sumber daya manusia birokrasi yang belum merata, serta kuatnya dinamika sosial dan budaya masyarakat lokal seringkali memengaruhi kelancaran koordinasi antarinstansi. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih program, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, lemahnya sinkronisasi anggaran, hingga ketidaksesuaian antara perencanaan dan kebutuhan masyarakat.
Fenomena pembangunan di Deiyai beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tantangan koordinasi tersebut. Permasalahan distribusi pangan, keterbatasan akses pasar hasil pertanian, kondisi infrastruktur jalan dan energi yang belum memadai, serta lambatnya realisasi beberapa program ekonomi rakyat memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas program, tetapi juga oleh efektivitas hubungan kerja dan koordinasi antar perangkat daerah yang berada di bawah pembinaan Asisten II. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana fungsi koordinatif berjalan secara efektif.
Dalam konteks yang lebih luas, arah pembangunan Provinsi Papua Tengah periode 2025–2029 menempatkan pembangunan ekonomi inklusif, pengurangan kesenjangan wilayah, penguatan ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur dasar sebagai prioritas strategis. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal dan kawasan adat, peningkatan konektivitas wilayah pegunungan, pengembangan ekonomi rakyat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif. Bagi Kabupaten Deiyai, strategi tersebut menuntut adanya sinkronisasi yang kuat antara kebijakan kabupaten dan provinsi sehingga program pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem pembangunan regional Papua Tengah.
Perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menekankan bahwa efektivitas pemerintahan ditentukan oleh koordinasi, partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan kolaborasi antaraktor pembangunan. Dalam konteks ini, koordinasi lintas dinas yang dilakukan Asisten Bupati menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tanpa koordinasi yang baik, potensi konflik kewenangan dan fragmentasi kebijakan akan semakin besar, terutama pada wilayah dengan karakter geografis dan sosial seperti Deiyai.
Meskipun berbagai penelitian telah membahas koordinasi pemerintahan dan implementasi kebijakan pembangunan, sebagian besar dilakukan pada level provinsi atau kota dengan akses dan kapasitas birokrasi yang lebih mapan. Penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas koordinasi lintas dinas oleh Asisten Bupati pada wilayah pegunungan dan terpencil seperti Kabupaten Deiyai masih relatif terbatas. Belum banyak penelitian yang menganalisis bagaimana faktor geografis, sosial budaya, kapasitas birokrasi, serta relasi antarinstansi memengaruhi efektivitas koordinasi dalam implementasi kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah.
Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis efektivitas koordinasi lintas dinas oleh Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam implementasi kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah di Kabupaten Deiyai. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori koordinasi dan tata kelola pemerintahan daerah, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Deiyai dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memperkuat sinergi pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini didasarkan pada pertanyaan penelitian berikut:
1.	Bagaimana mekanisme koordinasi lintas dinas yang dilaksanakan oleh Asisten Bupati dalam implementasi kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah di Kabupaten Deiyai?
2.	Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas koordinasi lintas dinas dalam implementasi kebijakan tersebut?
3.	Bagaimana dampak koordinasi lintas dinas terhadap pencapaian target dan efektivitas implementasi kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah?
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas koordinasi lintas dinas oleh Asisten Bupati dalam implementasi kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah di Kabupaten Deiyai.
Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:
1.	Menganalisis mekanisme koordinasi lintas dinas yang dilaksanakan oleh Asisten Bupati di Kabupaten Deiyai dalam implementasi kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah;
2.	Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas koordinasi lintas dinas;
3.	Mengevaluasi dampak koordinasi lintas dinas terhadap implementasi kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah di Kabupaten Deiyai;
1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari perspektif akademis maupun praktis.
Manfaat Akademis:
1.	Memperkaya literatur tentang koordinasi lintas organisasi dalam konteks pemerintahan lokal di Indonesia, khususnya di daerah dengan otonomi khusus;
2.	Memberikan kontribusi pada pengembangan teori mengenai efektivitas implementasi kebijakan publik di tingkat daerah;
3.	Menunjukkan relevansi penelitian manajemen pemerintahan untuk isu-isu strategis pembangunan daerah.
Manfaat Praktis:
1.	Memberikan masukan berharga kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai untuk meningkatkan mekanisme koordinasi lintas dinas;
2.	Menjadi referensi bagi Asisten Bupati dan para kepala dinas dalam memperbaiki sistem koordinasi yang ada;
3.	Memberikan pembelajaran bagi daerah-daerah lain dengan konteks geografis dan administratif serupa mengenai best practices dalam koordinasi lintas dinas;
4.	Mendukung upaya peningkatan good governance dan efektivitas implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.
METODOLOGI PENELITIAN 
. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mekanisme koordinasi lintas dinas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam konteks spesifik Kabupaten Deiyai. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang kaya dan holistik tentang fenomena sosial yang diteliti.
Studi kasus dipilih karena penelitian ini fokus pada satu kasus spesifik (Kabupaten Deiyai) dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks lokal dan dinamika koordinasi lintas dinas dalam konteks tersebut. Dengan metode ini, peneliti dapat melakukan eksplorasi menyeluruh terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas koordinasi.
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa: (1) Kabupaten Deiyai merupakan daerah yang sedang melaksanakan berbagai program pembangunan ekonomi yang memerlukan koordinasi lintas dinas, (2) daerah ini memiliki karakteristik geografis dan sosial budaya yang unik dan menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan.
Waktu penelitian direncanakan selama 2 bulan, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.
3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
A. Sumber Data
Data penelitian ini bersumber dari:
1.	Data Primer: Data yang dikumpulkan langsung dari informan penelitian melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan focus group discussion (FGD).
2.	Data Sekunder: Data yang diperoleh dari dokumentasi resmi, laporan-laporan dinas, peraturan perundang-undangan, dan publikasi lainnya yang terkait dengan topik penelitian.
B. Teknik Pengumpulan Data
1.	Wawancara Mendalam: Peneliti melakukan wawancara satu-satu dengan informan menggunakan panduan pertanyaan yang semi-terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan pandangan informan mengenai koordinasi lintas dinas, mekanisme yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang ditempuh.
2.	Observasi Partisipatif: Peneliti melakukan observasi terhadap kegiatan-kegiatan koordinasi, seperti rapat-rapat koordinasi antara Asisten Bupati dengan kepala-kepala dinas, monitoring pelaksanaan program, dan kegiatan-kegiatan implementasi kebijakan di lapangan. Observasi ini bertujuan untuk memahami dinamika komunikasi, interaksi, dan proses pengambilan keputusan dalam koordinasi lintas dinas.
3.	Studi Dokumen: Peneliti menganalisis berbagai dokumen resmi seperti:
1.	Peraturan Bupati yang terkait dengan koordinasi lintas dinas
2.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
3.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
4.	Laporan-laporan pelaksanaan program dari berbagai dinas
5.	Notulen rapat-rapat koordinasi
6.	Data kinerja pembangunan ekonomi daerah
3.4. Informan Penelitian
Informan penelitian dipilih secara purposive dengan kriteria-kriteria tertentu. Informan 10 orang penelitian meliputi:
1.	Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan: Sebagai pejabat kunci yang bertugas mengkoordinasikan dinas-dinas terkait.
2.	Kepala-kepala Dinas Terkait: Termasuk Kepala Dinas Perekonomian, Dinas Pembangunan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta pejabat Bappeda. Informan ini penting karena mereka adalah implementor dan koordinan dalam pelaksanaan kebijakan.
3.	Pejabat Pelaksana Program: Dari berbagai dinas yang terlibat langsung dalam implementasi program-program pembangunan ekonomi.
4.	Tokoh Masyarakat dan Adat: Untuk memahami persepsi masyarakat lokal terhadap koordinasi dan implementasi kebijakan.
5.	Bupati Kabupaten Deiyai: Sebagai pejabat puncak yang memberikan arahan dan dukungan terhadap mekanisme koordinasi lintas dinas.
3.5. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Tahapan analisis meliputi:
1.	Reduksi Data: Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen diorganisir, dikategori, dan disederhanakan sesuai dengan tema-tema penelitian.
2.	Penyajian Data: Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan yang memudahkan pemahaman terhadap pola-pola dan hubungan-hubungan antar konsep.
3.	Penarikan Kesimpulan: Berdasarkan data yang telah disajikan, peneliti melakukan interpretasi untuk mengidentifikasi pola-pola utama, menganalisis faktor-faktor penyebab, dan menarik kesimpulan mengenai efektivitas koordinasi lintas dinas.
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-


agency 


coordination conducted by the Regent Assistant for Economic and Development 


Affairs in the implementation of regional economic and developme


nt policies in 


Deiyai Regency. The research focuses on the mechanisms of cross


-


agency 


coordination, the supporting and inhibiting factors affecting coordination 


effectiveness, and the impact of coordination on the implementation of regional 


development pol


icies.


 


This study employed a qualitative approach using a case study method. 


Research informants were selected through purposive sampling, consisting of 


the Regional Secretary, heads of divisions within the Regional Secretariat, and 


heads of Regional Appar


atus Organizations (OPDs) under the coordination of 


the Regent Assistant for Economic and Development Affairs in Deiyai Regency. 


Data were collected through interviews, observation, and documentation. Data 


analysis used an interactive model consisting of d


ata reduction, data display, 


and conclusion drawing. This study applied the Good Governance perspective 


as the grand theory to analyze regional government coordination and 


governance.


 


The findings indicate that cross


-


agency coordination by the Regent Assis


tant for 


Economic and Development Affairs in Deiyai Regency has been carried out 


through both formal and informal mechanisms, including coordination 


meetings, inter


-


agency communication, monitoring, and program evaluation. 


The Regent Assistant plays a role


 


as a facilitator, mediator, and liaison between 


the Regent’s policies and technical implementation by OPDs. Coordination 


effectiveness is supported by regional leadership, inter


-


agency communication, 


OPD commitment, and regional economic potential. Howeve


r, coordination still 


faces challenges, including geographical conditions, limited infrastructure, 


human resource capacity, budget constraints, and the suboptimal follow


-


up of 


coordination outcomes. Cross


-


agency coordination has positively contributed to 


t


he synchronization of infrastructure development, food security, agricultural 


and inland fisheries development, as well as the empowerment of trade and 


community


-


based MSMEs.


 


The study concludes that the effectiveness of cross


-


agency coordination by the 


Re


gent Assistant in Deiyai Regency can be categorized as moderately effective, 


yet it still requires strengthened governance, monitoring, and consistency in 


policy implementation to ensure more optimal and sustainable regional 


development.
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